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Putusan Mahkamah Konstitusi
Mengenai Pembentukan PPPSRS
oleh Febi Jaya Conggih

PPPSRS adalah badan hukum yang dibentuk 
untuk melaksanakan tugas dan fungsi di 
bidang manajemen dan operasional pada 
rumah susun. PPPSRS terdiri dari anggota 
yang merupakan pemilik dan/atau penghuni 
rumah susun. 

Pelaku Pembangunan dalam prakteknya me- 
mang kerap kali melalaikan kewajibannya da- 
lam menjalankan kewajibannya untuk memfa- 
silitasi pembentukan PPPSRS, bahkan sam- 
pai melakukan upaya untuk menunda pem- 
bentukan PPPSRS. Hal tersebut sangat 
mungkin dilakukan mengingat peran penting 
yang dimiliki PPPSRS, baik dari segi opera-
sional dan juga ekonomi. Dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya, PPPSRS dapat memu-
ngut biaya-biaya untuk pengelolaan rumah 
susun kepada pemilik dan penghuni rumah 
susun. Ini merupakan salah satu celah bagi 
pelaku pembangunan untuk memperoleh 
keuntungan dari biaya pengelolaan (mainte-
nance fee). Keuntungan ekonomis ini bisa 
saja hilang apabila PPPSRS telah dibentuk 
dan dikuasai oleh pemilik atau penghuni 
satuan rumah susun, karena PPPSRS dapat 
sewaktu-waktu menunjuk pengelola baru 
bagi rumah susun atau apartemen yang 
mereka miliki atau huni selain daripada 
pelaku pembangunan atau developer yang 
membangun rumah susun tersebut.

Dalam Pasal 75 ayat 1 UU Rumah Susun di- 
sebutkan bahwa pelaku pembangunan wajib 
memfasilitasi pembentukan PPPSRS paling 
lambat sebelum masa transisi yang dise- 
butkan pada Pasal 59 ayat 2 berakhir. Se- 
dangkan Pasal 59 ayat 2 UU Rumah Susun 
menyatakan bahwa masa transisi sebagai- 
mana disebutkan pada ayat 1 UU Rumah 
Susun paling lambat 1 tahun sejak penyerah-
an pertama kali unit rumah susun kepada 
pemilik. Pasal 59 ayat (2) tersebut kemu- 
dian diberi penjelasan bahwa yang dimaksud 
dengan masa transisi adalah masa ketika 
sarusun belum seluruhnya terjual.

Pemohon berpendapat bahwa penyerahan 
kewajiban fasilitasi pembentukan PPPSRS 
kepada pelaku pembangunan rumah susun 
menurut para pemohon justru menghambat 
dan menghalangi pemilik dan penghuni satu- 
an rumah susun untuk melaksanakan kewa-
jibannya membentuk PPPSRS. Pemohon ber- 
pendapat bahwa seharusnya pelaku pemba-
ngunan tidak perlu dilibatkan dalam pem- 
bentukan PPPSRS.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam 
putusannya nomor 21/PPU-XIII/2015, yang 
dibacakan pada tanggal 10 Mei 2016, bahwa 
pasal yang menyatakan kewajiban pelaku 
pembangunan untuk memfasilitasi pemben-
tukan PPPSRS bukanlah penyebab ketidak-
pastian hukum, melainkan ketentuan me- 
ngenai pengertian masa transisi. Lebih lan- 
jut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bah- 
wa terdapat perbedaan, bahkan pertentan-
gan, antara bunyi Pasal 59 ayat (2) UU Ru- 
mah Susun dan penjelasannya itu dalam 
mendefinisikan masa transisi dapat dija- 
dikan pembenaran oleh pelaku pembangu-
nan untuk bertindak selaku pengelola de- 
ngan alasan satuan rumah susun belum se- 
luruhnya terjual, meskipun sudah melampaui 
jangka waktu satu tahun karena pelaku 
pembangunan diwajibkan oleh Pasal 59 ayat 
(1) UU Rumah Susun untuk menjadi pengelola 
selama masa transisi.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Kons- 
titusi memutuskan untuk mengabulkan per- 
mohonan para pemohon untuk sebagian. 
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 75 
ayat (1) UU Rumah Susun sepanjang frasa 
‘Pasal 59 ayat (2)’ bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik In- 
donesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimak-
nai bahwa yang dimaksud dengan masa 
transisi dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) 
tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikait-
kan dengan belum terjualnya seluruh satuan 
rumah susun. Dengan demikian, pemilik dan 
penghuni satuan rumah susun dapat mem- 
bentuk PPPSRS walaupun satuan rumah su- 
sun belum terjual semuanya, dengan tidak 
menghilangkan kewajiban pelaku pemban-
gunan untuk memfasilitasi pembentukan 
PPPSRS tersebut.

Selain itu, dalam putusan Mahkamah Kons- 
titusi tersebut juga disebutkan bahwa pe- 
merintah ikut bertanggung jawab untuk 
melakukan pembentukan PPPSRS meskipun 
pemerintah bukan pelaku pembangunan ru- 
mah susun komersial. Hal tersebut dapat di- 
lakukan oleh pemerintah ketika telah ter- 
bukti bahwa pelaku pembangunan telah de- 
ngan sengaja menyalahartikan tafsir kata 
“memfasilitasi” dalam Pasal 75 ayat (1) UU 
Rumah Susun sehingga pelaku pembangu-
nan tidak lagi memfasilitasi pembentukan 
PPPSRS.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya terkait dengan permohonan uji materi Undang-Un-
dang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rumah Susun”). Permohonan tersebut diajukan 
oleh beberapa pemilik dan penghuni rumah susun terkait dengan Pasal 75 ayat 1, Pasal 59 ayat 1 dan 2 
mengenai kewenangan membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (“PPPSRS”).

1437 H

Selamat
Idul Fitri

Mohon Maaf Lahir & Batin
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Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
bagi Eksportir dan Importir 
oleh Auraylius Christian

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 36/M-DAG/PER/5/2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Eksportir Dan 
Importir (“PM Perdagangan No. 36/2016”) pada tanggal 13 Mei 2016. Peraturan ini dikeluarkan dalam 
rangka mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif bagi eksportir dan importir.

PM Perdagangan No. 36/2016 diterbitkan 
oleh Pemerintah untuk menindaklanjuti Pa- 
sal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), dan Pasal 
52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2014 tentang Perdagangan (“UU No. 7/ 
2014”). Dengan diterbitkannya PM Perda-
gangan No. 36/2016, maka ditetapkanlah ta- 
ta cara pemberian sanksi terhadap ekspor-
tir dan importir yang melanggar ketentuan 
peraturan peraturan perundang-undangan 
di bidang ekspor-impor yang diatur dalam 
UU No. 7/2014. 

Dalam Pasal 3 PM Perdagangan No. 36 Ta- 
hun 2016 sanksi administratif yang dapat 
dikenakan kepada eksportir dan importir 
terdiri atas 4 (empat) sanksi, antara lain:

(a) peringatan tertulis;
(b) penangguhan perizinan;
(c) pembekuan perizinan; atau
(d) pencabutan perizinan.

Sanksi administratif tersebut dapat diberi-
kan dengan cara bertahap maupun secara 
tidak bertahap. Sanksi administratif yang 
dikenakan secara bertahap adalah sanksi 
peringatan tertulis, sanksi pembekuan per- 
izinan dan sanksi pencabutan perizinan. Se- 
dangkan sanksi administratif yang diberikan 
secara tidak bertahap atau dapat dikenakan 
secara langsung adalah sanksi penanggu-
han perizinan, sanksi pembekuan perizinan 
dan sanksi pencabutan perizinan. Penge-
naan sanksi administratif sebagaimana di- 

atur dalam PM Perdagangan No. 36/2016 
dapat diberikan berdasarkan: laporan penga- 
duan; hasil post audit; hasil evaluasi; dan/ 
atau hasil pengawasan. Pengenaan sanksi 
administratif tersebut merupakan wewe- 
nang dari Menteri Perdagangan, Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau Pe- 
jabat penerbit perizinan.

Sanksi Administratif Secara Bertahap

Pengenaan sanksi administratif secara ber- 
tahap dikenakan kepada eksportir atau im- 
portir yang tidak melaksanakan kewajiban 
menyampaikan laporan mengenai pelaksana- 
an ekspor-impor baik terealisasi maupun ti- 
dak terealisasi, secara tertulis dan/atau se- 
cara elektronik dalam jangka waktu yang di- 
tentukan, eksportir atau importir dikenakan 
sanksi administratif tahap pertama berupa 
peringatan tertulis. Peringatan tertulis ini 
sendiri dapat diberikan paling banyak 2 (dua) 
kali. Dalam hal peringatan tertulis diberikan 
2 (dua) kali, maka selang waktu antara perin-
gatan pertama dan peringatan kedua adalah 
maksimal 10 (sepuluh) hari. Setelah itu, jika 
tetap tidak ada respons dari eksportir atau 
impotir dalam 10 (sepuluh) hari, maka eks- 
portir atau importir dikenakan pembekuan 
perizinan. Pembekuan dilaksanakan selama 
60 (enam puluh) hari, apabila tidak ada tang- 
gapan apapun maka eksportir atau importir 
akan dikenakan sanksi administratif tahap 
ketiga yaitu berupa pencabutan perizinan.

Sanksi Administratif Secara Tidak Bertahap

Pengenaan sanksi administratif secara ti- 
dak bertahap dapat dilakukan dengan mem- 
pertimbangkan jenis barang yang diekspor 
atau diimpor dan/atau jenis pelanggaran 
yang dilakukan oleh eksportir atau importir, 
antara lain:

(a) tidak melaksanakan kewajiban menyam-
paikan laporan mengenai pelaksanaan 
ekspor-impor;

(b) tidak dapat merealisasikan ekspor-im-
por sesuai dengan batasan minimum yang 
ditentukan peraturan perundang-unda- 
ngan;

(c) menyampaikan data dan/atau ketera- 
ngan yang tidak benar sebagai persya- 
ratan untuk mendapatkan perizinan;

(d) mengubah informasi yang tercantum 
dalam dokumen perizinan;

(e) melakukan ekspor-impor barang yang 
tidak sesuai dengan dokumen perizinan;

(f) melakukan tindak pidana yang berkaitan 
dengan penyalahgunaan perizinan; dan/ 
atau

(g) tidak bertanggung jawab atas segala 
akibat yang timbul atas barang yang 
diekspor atau diimpor.

Sanksi administratif yang diberikan terhadap 
pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat 
mengakibatkan  eksportir atau importir dike- 
nakan penangguhan perizinan yang berlaku 
untuk 1 (satu) periode penerbitan perizinan 
ekspor-impor berikutnya, pembekuan per- 
izinan yang berlaku paling lama 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak tanggal pem- 
bekuan perizinan dan pencabutan perizinan. 

Setiap pengenaan sanksi administratif be- 
rupa pembekuan perizinan dan pencabutan 
perizinan disampaikan kepada pengelola sis- 
tem layanan yang dikelola Unit Pelayanan 
Perdagangan  (“INATRADE”) Kementrian Per- 
dagangan. Pengelola INATRADE dapat mela- 
kukan pemblokiran perizinan dan pengumu-
man kepada publik melalui portal INATRADE 
Kementrian Perdagangan untuk diteruskan 
ke portal Indonesia National Single Window 
(INSW). Data pembekuan perizinan dan pen- 
cabutan perizinan yang dipublikasikan oleh 
INATRADE paling sedikit memuat nama eks- 
portir atau importir dan nomor, tanggal dan 
jenis perizinan yang dibekukan atau dicabut.
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Daftar Negatif Investasi
oleh Auraylius Christian

Dengan diterbitkannya Perpres No. 44/ 
2016 ini, maka peraturan sebelumnya 
yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Ta- 
hun 2014 (“Perpres No. 39/2014”) di- 
nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, 
akan tetapi semua peraturan pelaksa-
naan dari Perpres No. 39/2014 dinya-
takan tetap berlaku hingga ada per- 
aturan pelaksanaan yang baru, dengan 
syarat sepanjang peraturan pelaksana 
yang lama tidak bertentangan dengan 
Perpres No. 44/2016. Dalam rangka me- 
ngatur investasi di Indonesia, Undang- 
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal membedakan bidang 
usaha yang tertutup, bidang usaha yang 
terbuka dan bidang usaha yang terbuka 
dengan persyaratan. Daftar bidang 
usaha yang tertutup, bidang usaha yang 
terbuka dengan persyaratan dan bidang 
usaha yang terbuka, masing-masing di- 
muat dalam Lampiran I, Lampiran II dan 
Lampiran III Perpres No.44/2016 ini.

Salah satu yang secara tegas diatur da- 
lam Perpres No. 44/2016 ini adalah me- 
ngenai persyaratan lokasi. Pada Pasal 7 
dijelaskan bahwa bidang usaha yang 
terbuka dengan persyaratan harus me- 
menuhi persyaratan lokasi sebagaima-
na diatur dalam peraturan perundang- 
undangan di bidang penataan ruang dan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan lingkungan hidup. Persya- 
ratan yang sama diberlakukan dalam hal 
investor ingin membuka usaha yang sa- 
ma di lokasi lain dalam rangka ekspansi 
atau pengembangan usaha. 

Perpres No. 44/2016 memberikan ke- 
mudahan kepada investor dengan tidak 
diperlukannya pendirian badan usaha 
baru, terkecuali jika ditetapkan oleh per- 

aturan perundang-undangan. Perpres No. 
44/2016 juga mengatur mengenai peru-
bahan kepemilikan modal dalam hal ter- 
jadi perubahan kepemilikan modal akibat 
penggabungan, pengambilalihan, atau pe- 
leburan dalam perusahaan penanaman 
modal yang bergerak di bidang usaha 
yang sama, berlaku ketentuan sebagai 
berikut:
(a) batasan kepemilikan modal investor  

asing dalam perusahaan penanaman 
modal yang menerima penggabu- 
ngan adalah sebagaimana yang ter- 
cantum dalam izin penanaman mo- 
dal dan/atau izin usaha perusahaan 
tersebut;

(b) batasan kepemilikan modal investor  
asing dalam perusahaan penanaman 
modal yang diambil alih adalah se- 
bagaimana tercantum dalam izin pe- 
nanaman modal dan/atau izin usaha 
perusahaan tersebut; dan/atau

(c) batasan kepemilikan modal investor 
asing dalam perusahaan baru hasil 
peleburan adalah sebagaimana ke- 
tentuan yang berlaku pada saat ter- 
bentuknya perusahaan baru hasil 
peleburan dimaksud.

Dalam Perpres No. 44/2016, pemerin-
tah menambah 19 bidang usaha yang 
dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Ke- 
19 bidang usaha itu tercakup dalam ke- 
giatan jenis usaha jasa bisnis/jasa kon- 
sultasi, konstruksi yang menggunakan 
teknologi sederhana dengan nilai peker-
jaan kurang dari Rp10.000.000.000,-. 
Selain itu, terdapat 35 bidang usaha 
yang dikeluarkan dari DNI, atau dengan 
kata lain menjadi bidang usaha yang ter- 
buka untuk penanaman modal, di anta- 

ranya adalah industri crumb rubber, cold 
storage, pariwisata (termasuk restoran, 
bar, kafe, usaha rekreasi, seni, dan hibu- 
ran seperti gelanggang olah raga), indus- 
tri perfilman, penyelenggara transaksi 
perdagangan secara elektronik (market 
place) yang bernilai Rp100.000.000.000,- 
atau lebih, pembentukan lembaga pe- 
ngujian perangkat telekomunikasi, pe- 
ngusahaan jalan tol, pengelolaan dan pem- 
buangan sampah yang tidak berbahaya; 
industri bahan baku obat.

Pelaksanaan kegiatan penanaman mo- 
dal terhadap bidang usaha yang diatur 
dalam Perpres No. 44/2016 ini tidak me- 
ngurangi kewajiban investor untuk me- 
matuhi ketentuan dan syarat teknis un- 
tuk melakukan kegiatan usaha yang di- 
tetapkan oleh Menteri yang berwenang 
di bidang usaha penanaman modal dan/ 
atau pemerintah daerah. Lebih lanjut, 
diatur bahwa ketentuan pelaksanaan ke- 
giatan penanaman modal terhadap bi- 
dang usaha yang diatur dalam Perpres 
No.44/2016 ini tidak berlaku bagi pena-
naman modal yang telah disetujui pada 
bidang usaha tertentu sebelum Per- 
pres No.44/2016 diundangkan, kecuali 
ketentuan tersebut lebih menguntung-
kan bagi penanaman modal dimaksud.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Pe- 
nanaman Modal (“Perpres No. 44/2016”), pada tanggal 18 Mei 2016. Perpres No.44/2016 ini terdiri dari 
16 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang bertujuan 
untuk membuka ruang investasi tetapi tetap meningkatkan perlindungan  bagi usaha mikro, kecil dan 
menengah serta koperasi serta berbagai sektor strategis nasional.
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Perubahan Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah 
oleh Auraylius Christian

Melalui Permendagri No. 22/2016 ter- 
sebut, pemerintah menghapus keten-
tuan mengenai masalah lingkungan dari 
kriteria gangguan dalam penetapan izin 
di daerah yang semula masuk dalam Pa- 
sal 3 ayat 1 (a) peraturan sebelumnya. 
Saat ini pada ayat tersebut dijelaskan 
kriteria gangguan dalam penetapan izin 
hanya terdiri dari kriteria sosial kema- 
syarakatan dan ekonomi. Terkait dengan 
hal ini, pemerintah juga menghapuskan 
ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) pera-
turan sebelumnya yang berbunyi: “Gang- 
guan terhadap lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 (a) meliputi gang-
guan terhadap fungsi tanah, air tanah, 
sungai, laut, udara dan gangguan yang 
bersumber dari getaran dan/atau kebi- 
singan”.

Permendagri No. 22/2016 ini juga me- 
ngubah ketentuan Pasal 14 peraturan 
sebelumnya, sehingga berbunyi, setiap 
kegiatan usaha wajib memiliki izin gang-
guan daerah kecuali:

(a) kegiatan yang berlokasi di dalam Ka- 
wasan Industri, Kawasan Berikat, dan 
Kawasan Ekonomi Khusus;

(b) kegiatan yang berada di dalam ba- 
ngunan yang telah memiliki izin 
gangguan; 

(c) usaha mikro dan kecil yang kegiatan 
usahanya di dalam bangunan atau 
persil yang dampak kegiatan usaha-
nya tidak keluar dari bangunan atau 
persil; dan

(d) kegiatan usaha hulu minyak dan gas 
bumi.

Satu hal lagi yang diubah ketentuannya 
dalam Permendagri No. 22/2016 adalah 
ketentuan mengenai akses informasi 
yang terkait dengan lingkungan, yang 
berhak diperoleh masyarakat sebagai- 
mana diatur dalam Pasal 19 Permend-
agri No. 22/2016. Pada Pasal 19 ini dinya-
takan bahwa dalam setiap tahapan dan 
waktu penyelenggaraan perizinan, ma- 
syarakat berhak mendapatkan akses in- 
formasi dan akses partisipasi. Akses In- 

formasi tersebut meliputi tahapan dan 
waktu dalam proses pengambilan kepu-
tusan pemberian izin dan rencana ke- 
giatan dan/atau usaha dan perkiraan 
dampaknya terhadap masyarakat. Se- 
dangkan akses partisipasi yang dimak-
sud meliputi pengajuan pengaduan atas 
keberatan atau pelanggaran perizinan 
dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/ 
atau usaha.

Pengaduan sebagaimana terkait dengan 
akses partisipasi hanya diterima jika 
berdasarkan pada fakta atas ada atau 
tidaknya gangguan yang ditimbulkan ke- 
giatan usaha yang bersangkutan. Ke- 
tentuan pengajuan atas keberatan atau 
pelanggaran sebagaimana dimaksud se- 
belumnya dilakukan berdasarkan keten-
tuan peraturan perundang-undangan. 
Pemberian akses partisipasi itu sendiri 
diberikan mulai dari proses pemberian 
perizinan atau setelah perizinan dike- 
luarkan.

Pada tanggal 2 Mei 2016, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (“Mendagri”) telah menerbitkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan DI Daerah (“Permendagri No. 22/2016”). Dasar 
pertimbangan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusa-
ha dan melindungi kepentingan umum.


